SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki
integritas dan menegakan disiplin dalam menjalankan
tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Uluy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun
2017 Nomor 2);

11.Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan Kabupaten Ogan
Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan-Badan
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya
disingkat BKPSDM adalah PD yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian, Pendidikan,
Pelatihan dan Sumber daya Manusia di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran PNS
terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel

pagi.

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau
dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat,
ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman
atau alat komunikasi lainnya.

Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan
secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam
bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang
serupa dengan itu.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan
atau banding administratif.

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum.

Banding Administratif adalah upaya administratif yang
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat
yang berwenang menghukum, kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang
diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah
atasan langsung dari Pejabat yang berwenang
menghukum.

Tim Penyelesaian Masalah Disiplin PNS adalah Tim yang
dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang memiliki tugas
pokok dan fungsi dalam melakukan kajian terhadap
permasalahan dugaan pelanggaran disiplin sedang/berat
untuk memberikan rekomendasi penyelesaian kepada
Bupati Ogan Komering Ulu;

Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang



23.

24.

25.

26.

telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran
disiplin dan kode etik.

Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai
permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan
pelanggaran disiplin dan kode etik.

Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu
pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang
sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran disiplin dan
kode etik.

Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil
yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan
kode etik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis
bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam
melaksanakan penegakan disiplin.

Pasal 3

Penegakan disiplin PNS bertujuan untuk :

a.

b.

meningkatkan fungsi pembinaan disiplin terutama dalam
implementasi bagi pejabat atau PNS yang berkepentingan

mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas
maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa
dan bernegara;

lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan
suasana kerja yang harmonis dan kondusif;

meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang
profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik KKN; dan

meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Disiplin PNS meliputi :

a.
b.

kewajiban dan larangan;

disiplin jam kerja;



C.
d.

hukuman disiplin; dan

berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian
keputusan hukuman disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua

Kewajiban
Pasal 6
PNS wajib :
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang;

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik
didalam maupun diluar kedinasan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya  dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 7

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, PNS Wajib:

a.
b.

C.

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji jabatan;

mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan;



d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila ada
hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau
merugikan keuangan Negara;

e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang
berwenang  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

g. menggunakan dan memelihara barang milik Negara
dengan sebaik-baiknya;

h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan kompetensi; dan

i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 8

Setiap PNS dilarang :
a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan;

c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain;

bekerja pada lembaga atau organisasi tanpa izin atau
tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j.- menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan;

l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, dan calon Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (meliputi daerah  Provinsi dan  daerah
Kabupaten/Kota), dengan cara :

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS
lain;

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk.

BAB III
DISIPLIN JAM KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala
PD untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap PNS guna mentaati ketentuan disiplin jam kerja,
pelaksanaan apel pagi dan pengisian daftar hadir di
lingkungan PD masing-masing.

Di setiap lingkungan PD dapat ditunjuk petugas yang
tugas fungsinya membidangi kepegawaian sebagai
pengelola jam kerja dan absensi.

Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Bupati menginstruksikan kepada kepala PD melalui
petugas dimaksud ayat (3) untuk melaporkan Laporan
Rekapitulasi Absensi di lingkungan PD paling lambat



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya melalui
BKPSDM.

Bagian Kedua
Hari dan Jam Kerja

Pasal 10

Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung
mulai hari Senin sampai dengan Jum’at.

Jumlah jam kerja umum efektif dalam S (lima) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu
dengan pengaturan sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30-
16.00 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 - 13.30
WIB;

b. hari Jumat pukul 07.30-16.30 WIB dan waktu
istirahat pukul 11.30-13.45 WIB.

Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap PD wajib
melaksanakan apel pagi yang diikuti seluruh PNS.

Perubahan pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan terkait adanya hari besar
keagamaan atau cuti bersama, dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 11

Setiap PNS wajib mentaati ketentuan Jam Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan
mengisi daftar hadir dan/atau finger print.

Setiap PNS wajib mentaati ketentuan apel pagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dengan
mengisi daftar hadir apel pagi setiap hari kerja di
lingkungan PD masing-masing.

Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan menggunakan mesin
absensi elektronik bagi PD yang sudah tersedia perangkat
mesin absensi elektronik dan daftar hadir manual bagi PD
yang belum tersedia mesin absensi elektronik.

Pasal 12
PNS yang izin tidak masuk kerja dengan alasan

yang sah, maka ketidakhadirannya diperhitungkan
dengan sisa hak cuti tahunan yang dimiliki.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

-10-

PNS yang telah habis cuti tahunan, kemudian
mengajukan izin tidak masuk kerja, maka
ketidakhadirannya  dikategorikan tidak sah  dan
pelanggaran disiplin.

Izin tidak masuk kerja lebih dari 1 (satu) hari secara
berturut-turut, harus mengajukan cuti.

Izin yang melebihi ketentuan diperhitungkan pula secara
kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama
dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.

BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak
menaati dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, merupakan
pelanggaran disiplin.

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan pidana, perdata maupun
kode etik profesi dan PNS, hukuman disiplin dijatuhkan
kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara
tegas oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 14

Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.



(3)

(4)

(1)

-11-

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 15

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada PD;

b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada PD;

c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik didalam maupun di luar kedinasan sebagaimana di
maksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada PD;

e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada PD; dan



(2)

(1)

-12-

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja.

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:

a.

mengutamakan kepentingan Negara daripada
kepentingan pribadi, sesorang dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c apabila
pelanggaran berdampak negatif pada PD;

.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

sebagaimana di maksud Pasal 7 huruf f yang
berdampak pada PD berupa:

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alas an yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga)
hari keda dalam 1 (satu) tahun;

2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) tahun; dan

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara
kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

. menggunakan dan memelihara barang milik negara

dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada PD; dan

. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada PD.

Pasal 16

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b, dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

a.

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi
yang bersangkutan;

. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat

pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;

. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila



(2)

-13-

pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,

perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan; dan

. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan.

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:

a.

menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

. mengutamakan kepentingan negara daripada

kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf e yang dilakukan pejabat administrator
dan pejabat fungsional;

Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa:
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1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25
(dua puluh lima) hari kerja;

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

. menggunakan dan memelihara barang milik negara

dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada instansi yang bersangkutan; dan

. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 17

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap kewajiban :

a.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah
dan/atau negara;

. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara;

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat
pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada negara;

. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara;

. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh

pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara;

. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan

.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada negara.

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak
memenuhi ketentuan:

a.

mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah;

. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila

mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
keamanan negara atau merugikan keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau
pemerintah;

. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf e yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi
dan pejabat lainnya;

.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa:

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12
(dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja
tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21
(dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh
empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS
yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah
secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai
dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1
(satu) tahun;

3. pemberhentian dengan  hormat tidak  atas
permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau
lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
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4. pemberhentian dengan  hormat tidak  atas
permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak
Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufi.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 18

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi PNS yang
melanggar ketentuan larangan:

a.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau
tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD
bersangkutan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada PD;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada PD;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada PD.

Pasal 19

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan :

a.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau
tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pada
instansi yang bersangkutan;

melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada Unit Kerja danlatau instansi yang
bersangkutan;

melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
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bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta
kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n
angka 2.

Pasal 20

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf c, dijatuhkan bagi PNS yang
melanggar ketentuan larangan:

a.

b.

menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b;

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau
tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c¢ dan
huruf d;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf e;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
negara dan/atau pemerintah;

melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
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menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf k;

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf |;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil
Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan
angka 7 dengan cara:

1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS
lain;

2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan
fasilitas negara;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat; dan/atau

5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf f dihitung secara kumulatif dengan akhir tahun
berjalan.

PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan
jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus
selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 4 diberhentikan
pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 22

Bupati selaku PPK, menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan :

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
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b. Pejabat Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf
b;

c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4); dan

d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional Jenjang Ahli
Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Pasal 23

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang
setara di lingkungan Kabupaten berwenang menjatuhkan
Hukuman Disiplin bagi:

a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan

c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 24

(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di
lingkungan Kabupaten berwenang menjatuhkan Hukuman
Disiplin bagi:

a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di

bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); dan

c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit
Kerja di lingkungan Kabupaten, Pejabat Fungsional jenjang
Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin
bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat  Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 25

(1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di
lingkungan Kabupaten berwenang menjatuhkan
Hukuman Disiplin bagi:

a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);

b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di
bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3); dan

c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis
Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2).

(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit
kerja di lingkungan Kabupaten, Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman
Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 26

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan
Pelanggaran Disiplin.

(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan
Pelanggaran Disiplin, Pejabat  yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang
dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses
pemeriksaan.

(5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 27

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan,
dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 28

PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan
tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama.

Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga,
maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan
yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 29

Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga
melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi
Hukuman Disiplin.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung
maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk berita acara pemeriksaan, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan
Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan
langsung, maka atasan langsung tersebut wajib
menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan
penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan
pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib
melaporkan berita acara pemeriksaan dan Thasil
pemeriksaan secara hierarki, dengan format laporan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 30

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil
pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

(2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 31

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dan Pasal 19 dapat dilakukan
pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan
dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dan Pasal 20 dilakukan pemeriksaan oleh
tim pemeriksa.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian.

(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat
lain yang ditunjuk.

(6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut,
maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan
yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 32

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang
Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari
pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33
(1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga

melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan
dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan
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sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas  jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

(3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat
pejabat pelaksana harian.

(4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari
tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 34

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung
maupun secara virtual.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan
tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Pejabat yang Berwenang
Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran
Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 36

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang
mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai
bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi
pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin
terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
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Pasal 37

PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang
dilakukan.

PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian
melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama,
kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih
berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah
dijatuhkan kepadanya.

PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali
atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin
merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus
dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan
merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala
Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan
instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan
Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk
disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian
keuangan negara, maka atasan langsung atau tim
pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas
intern pemerintah.

Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbukti, aparat pengawas intern pemerintah
merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 39

Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan
keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat
lain yang ditunjuk.
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Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman
Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUM DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukum Disiplin

Pasal 40

Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15
(lima belas) sejak diterima.

Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya
Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya
administratifnya.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 41

Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan
oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang
bersangkutan.

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu
bahan  penilaian dalam  pembinaan PNS yang
bersangkutan.

Pendokumentasian  keputusan  Hukuman  Disiplin
termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke
dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum

berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh
PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
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(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang
Berwenang Menghukum atau banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
beserta peraturan pelaksanaannya.

(3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan,
maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan
sebelum berlakunya Peraturan Bupati, maka hasil
pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya
berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi
salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 44
Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku
untuk CPNS.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

FORMAT SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN

KOP SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

/TP/XLII/I1.3/20....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Untuk Menghadap kepada :
Nama :

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
Pada :

Hari T
Tanggal e

Jam : . WIB s/d selesai

Tempat

Untuk diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban PNS mengenai menjunjung
tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.

2. Demikian untuk dilaksanakan.



Baturaja, ...cccceeeeeiniiniiniiiiiiecintintinnnns

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
Selaku Ketua Tim Pemeriksa

Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ulu;

2. Kepala Kanreg VII BKN di Palembang;
Arsip.

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU.

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

. atasan langsung
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

. unsur pengawasan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

. unsur kepegawaian
Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

. pejabat lain yang ditunjuk
1. Nama

NIP

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Nama
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

____________

____________



4. Nama
NIP
Pangkat :
Jabatan :

5. Nama
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor:
.............................. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja NoOmoOr .......c..c.cociiiiiiiiiiiiiiiiinennen.
tanggal = 0000 menetapkan Saudara
.......................................... Karna telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana...........ccccooiiiiiiiiiiiinnnnn

1. Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?
Jawaban:

2. Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?
Jawaban:

3. Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?
Jawaban:

4. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-
jujurnya?
Jawaban:

5. Sejak kapan Saudara diangkat menjadi PNS?
Jawaban:

6. Menurut data kepegawaian yang kami terima, apakah benar Saudara
pernah dijatuhi hukuman pidana penjara?
Jawaban:

7. Berapa lama Saudara dipidana dan dinyatakan bersalah dalam kasus apa?
Jawaban:

————————————
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8. Apakah Saudara tahu bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak negatif

terhadap nama baik Pemerintah Kabupaten OKU?
Jawaban:

. Apakah Saudara mengetahui bahwa perbuatan Saudara tersebut melanggar
peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil?

Jawaban

10. Apakah Saudara bersedia dijatuhi Hukuman Disiplin?

Jawaban:

11. Apakah sampai dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri Baturaja

hingga saat ini Saudara masih menerima gaji?
Jawaban

12. Apakah Saudara bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran gaji ke

kas daerah?
Jawaban:

13. Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?

Jawaban:

14. Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya

terjadi?
Jawaban:

15. Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya

diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?
Jawaban:

16. Apakah ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah

kami dalam pertimbangan?
Jawaban:

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 20.....
YANG DIPERIKSA, 1. KETUA TIM PEMERIKSA,
NIP. ..o, NIP....ooccccccceeees
r Paraf Ybs. k



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

A

-

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

2. ANGGOTA TIM PEMERIKSA,

ttd.

EDWARD CANDRA

-
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

FORMAT SURAT LAPORAN

KOP SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Baturaja, 20.....

Kepada
Yth. BUPATI OGAN KOMERING ULU
di -

Baturaja

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Hasil
Pemeriksaan pada
hari.......... tanggal........ bulan........ tahun.................... , TIM Pemeriksa
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP

Pangkat
Jabatan

Unit Kerja

Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara
Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan
sebagai bahan pertimbangan, penjatuhan Hukuman Disiplin.
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Berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim, ternyata Kewenangan untuk
menjatuhkan Hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan
kewenangan Bupati Ogan Komering Ulu (Selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian), sehubungan dengan itu diusulkan agar terhadap

Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhkan Hukuman
Disiplin.............. berupa

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
Selaku Ketua Tim Pemeriksa

Tembusan Yth:

1. Kepala BKN RI di Jakarta

2. Kepala Kanreg VII BKN di Palembang.
3. Arsip.

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.
EDWARD CANDRA
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
ULU

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU.

FORMAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG
BERWENANG MENGHUKUM

KOP BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR: 862.3/ /KPTS/XLII/I1.3/20....

TENTANG

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Membaca : 1. Surat Bupati OKU Nomor .......ccoceevvvivivenenenen. tanggal
......................... Perihal Hasil ..o

NIP. oo, tanggal .......ocoeiiiiiiiininn. ;

3. Surat Usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Nomor .....c.cceveveviiiniineninnenes tanggal ......cocoeiiiiiiinnanen.
perihal Usulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa
........................... atas nama  ...oiececiiciie
NIP..oniiiiiiiieeens .

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas nama
........................... NIP. jabatan
.................................................... telah melakukan

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang ... ;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya dan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Berupa Teguran Tertulis Atas Nama ......c..cocceeveenienent. NIP.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2016, Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2021, Nomor 9).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU ¢ Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa .........ccoceeeieneni.

kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan telah melanggar Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.
KEDUA ¢  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA ¢  Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20...

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diterima tanggal, 20.....

Tembusan Yth:

1. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta;

2. Kepala BKN RI di Jakarta;

3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;

4. Kepala Kanreg VII BKN di Palembang;

5. Inspektur Daerah Kabupaten OKU di Baturaja;
6. Kepala BPKAD Kab. OKU di Baturaja;

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

A
o

-

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk
menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,
PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS. Dengan telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
PNS, tersebut perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan
akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan
pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong
PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi
kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan
karier. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa juga wajib menaati
ketentuan peraturan Disiplin PNS antara lain setia kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. Dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan
prinsipprinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta bersikap
disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu, ini antara lain memuat kewajiban, larangan, displin jam
kerja hukuman disiplin dan berlakunya hukuman disiplin dan
pendokumentasian keputusan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan
Hukuman Disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah
melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap
menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa
yang akan datang.

Dalam Peraturan Bupati ini secara tegas disebutkan jenis Hukuman
Disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Pelanggaran Disiplin. Hal ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang Menghukum
serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin.
Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi Pejabat yang Berwenang
Menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.



II.
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Penjatuhan hukuman berupa jenis Hukuman Disiplin ringan, sedang,
atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh
PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan
dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS
yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
diberikan hak untuk membela diri melalui Upaya Administratif, sehingga
dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan
Hukuman Disiplin.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah" adalah setiap PNS di samping taat juga
berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan
Pemerintah  serta tidak menentang Pancasila, dan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘"peraturan perundang-undangan"
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negAra atau pejabat yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang
diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:

a. perintah kedinasan;

b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan

c. peraturan kedinasan.
Huruf f

Kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan termasuk
melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah.

Huruf g

Kewajiban menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk melaksanakan
kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan
jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan
melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu
bekerja.

Huruf g
Cukup jelas.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan kompetensi" adalah
memberikan kesempatan pada bawahan untuk meningkatkan
kemampuan antara lain memberikan kesempatan mengikuti
rapat, seminar, pelatihan, dan pendidikan formal lanjutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pemberian yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" termasuk memberi atau
menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun.

Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" meliputi
tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan
wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup
penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan
tujuan pemberian kewenangan tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan '"memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga
milik negara secara tidak sah" adalah perbuatan yang
dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara
maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang
dapat dipindahtangankan.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "pungutan di luar ketentuan" adalah
pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau
penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang,
atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain
baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersamasama.



Huruf h

Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan yang merugikan
negara" termasuk kegiatan yang dilakukan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan
kerugian keuangan negara.

Huruf i

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.
Huruf k

Yang dimaksud dengan "menerima hadiah yang berhubungan
dengan jabatan dan/atau pekerjaan" termasuk menerima
hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

HurufI

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Angka 1

PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar,
menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan
peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut partai atau
atribut PNS.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "menggunakan atribut partai”
adalah dengan menggunakan dan/ atau memanfaatkan
pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar
partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota
Dewan Perwakilan Ralcyat, calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dalam masa kampanye. Yang dimaksud
"menggunakan atribut PNS" adalah menggunakan
seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan
lain-Iain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "peserta kampanye" adalah PNS
bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas
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kampanye 1tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana,
pencari dana, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Teguran lisan merupakan jenis hukuman ringan yang
dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang
Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan
oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan
disampaikan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran
Disiplin.

Huruf b

Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.

Huruf ¢

Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis
hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan
secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.



Ayat (3)

Huruf a

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung
penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan" adalah
penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional
menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan
semula selama 12 (dua belas) bulan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembebasan dari jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan”
adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan
fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan
pelaksana.

Huruf c

Pasal 15
Ayat (1)

Jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana
contoh berikut: Seorang PNS bernama A, menduduki
jabatan sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kinerja
PPPK. Yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan
tidak Masuk Keda tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. Setelah
dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya
bersama tim pemeriksa, terbukti yang bersangkutan
tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 (sepuluh) hari keda. Berdasarkan
hasil pemeriksaan, maka atasan langsung melaporkan
kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yaitu
Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang
Berwenang Menghukum dan  Pejabat Pembina
Kepegawaian menjatuhkan Hukuman Disiplin berat
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri.

Cukup jelas.



Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh:
Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan
Maret 2019 tidak masuk bekerja selama 3 (tiga) hari
kerja maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman
Disiplin berupa teguran lisan. Selanjutnya, pada bulan
Mei sampai dengan Juli 2019 yang bersangkutan tidak
Masuk Kerja selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)
hari kerja. Dalam hal demikian, maka yang
bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran
tertulis. Selanjutnya, pada bulan September sampai
dengan bulan November 2019 yang bersangkutan tidak
Masuk Kerja selama 7 (tujuh) sampai dengan 10
(sepuluh) hari kerja. Dalam hal demikian, maka yang
bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
pernyataan tidak puas secara tertulis.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘"sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
yang berwenang termasuk peraturan kedinasan. Yang
dimaksud dengan "pejabat fungsional" adalah PNS yang
menduduki jabatan fungsional yang diwajibkan
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melaporkan harta kekayaan

kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan = peraturan
perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
yang berwenang termasuk peraturan kedinasan. Yang
dimaksud dengan "pejabat lainnya" adalah PNS yang
menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta
kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
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Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan" adalah dihitung secara kumulatif
selama 1 (satu) tahun berjalan mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum
yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang
melakukan Pelanggaran Disiplin.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Proses pemeriksaan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan
kepada pejabat yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
dilakukan dengan mendengar keterangan dan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya
lowong, antara lain karena berhalangan tetap.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya dengan
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
surat panggilan.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)

Pemeriksaan  dilakukan untuk mengetahui kebenaran
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk
mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang
bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin. Pemeriksaan
dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga Pejabat yang
Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan jenis
Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan secara tertutup" adalah
pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin dan pemeriksa.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Kewajiban melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki termasuk hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh inspektorat.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.



-12-

Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan kelancaran tugas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.



Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
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